
MENTERIKEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

SALIN AN 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 53/PMK.05/2019 

TENT ANG 

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM 

LEMBAGA PENGELOLA DANA DAN USAHA KEOLAHRAGAAN 

PADA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Ba clan Lay an an Umum 

sebagaimana telah cliubah clengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Baclan Layanan Umum, tarif layanan instansi 

yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Baclan Layanan 

Umum clitetapkan oleh Menteri Keuangan atas usula n 

menteri/ pimpinan lembaga; 

b. bahwa Menteri Pemucla clan Olahra ga melalui surat 

Nomor S .8 .27.17/MENPORA/LPDUK/VIII/2018 tanggal 

27 Agustus 2018 hal Usulan Tarif Layanan clan 

Remunerasi Baclan Layanan Umum Lembaga Pengelola 

Dana U saha Keolahragaan, telah mengajukan usulan tarif 

layanan Baclan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana 

clan U saha Keolahragaan pacla Kementerian Pemuda clan 

Olahraga; 
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Mengingat 

Menetapkan 
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c. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum 

Lembaga Pengelola Dana dan U saha Keolahragaan pada 

Kementerian Pemuda dan Olahraga, telah dibahas dan 

dikaji oleh Tim Penilai; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan 

Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana dan Usaha 

Keolahragaan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga; 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5340); 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 

tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan 

Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 915); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN 

BADAN LAYANAN UMUM LEMBAGA PENGELOLA DANA DAN 

USAHA KEOLAHRAGAAN PADA KEMENTERIAN PEMUDA DAN 

OLAHRAGA. 

Pasal 1 

Tarif layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana 

dan Usaha Keolahragaan pada Kementerian Pemuda dan 

Olahraga merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan 

oleh Badan Layanan Urnurn Lernbaga Pengelola Dana dan t 
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Usaha Keolahragaan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga 

kepada pengguna jasa. 

Pasal 2 

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri 

atas : 

a. tarif layanan kerja sama pengelolaan dana dalam 

penyelenggaraan kegiatan olahraga; dan 

b . tarif layanan usaha keolahragaan. 

Pasal3 

( 1) Tarif layanan kerj a sama pengelolaan dana dalam 

penyelenggaraan kegiatan olahraga dan tarif layanan 

usaha keolahragaan se bagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama 

antara Direktur Badan Layanan Umum Lembaga 

Pengelola Dana dan U saha Keolahragaan 

pada Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan 

pengguna J asa. 

(2) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

mempertimbangkan kriteria paling sedikit meliputi : 

a . sumber dana; 

b . jumlah dana; 

c. ruang lingkup; dan/ a tau 

d. kompleksitas pekerjaan. 

Pasal 4 

(1) Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana dan 

Usaha Keolahragaan pada Kementerian Pemuda dan 

Olahraga dapat melakukan kegiatan kerja sama 

operasional dan/ atau kerja sama manajemen dengan 

pihak lain di bidang keolahragaan. 

(2) Tarif layanan kerja sama operasional dan/ atau kerja sama 

manajemen dengan pihak lain sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara 

Direktur Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana 
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dan Usaha Keolahragaan pada Kementerian Pemuda dan 

Olahraga dengan pihak lain. 

Pasal 5 

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Lembaga 

Pengelola Dana dan U saha Keolahragaan pada Kementerian 

Pemuda dan Olahraga dengan pihak pengguna jasa sebelum 

berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku 

sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama. 

Pasal 6 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari 

terhitung sejak tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 8 Mei 2019 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 7 Mei 2019 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

SRI MULYANI INDRAWATI 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

WIDODO EKATJAHJANA 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 496 
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